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KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Dasar-Dasar Kebijakan Publik
(Teori, Konsep & Praktik)” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan,
semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah
wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan
tentang Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Teori, Konsep & Praktik).

Kebijakan publik merupakan salah satu elemen penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi instrumen utama dalam
mengatasi berbagai permasalahan publik. Oleh karena itu, pemahaman
yang komprehensif mengenai teori, konsep, dan praktik kebijakan publik
sangat diperlukan, baik bagi mahasiswa, akademisi, praktisi pemerintahan,
maupun masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap isu-isu
kebijakan. Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi
yang membantu pembaca memahami proses perumusan, implementasi,
serta evaluasi kebijakan publik secara sistematis dan kritis.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya
kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan
senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari
para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai
bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan
penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan
di Indonesia.
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BAB 1

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK

A. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK
1) Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian keputusan yang
dirumuskan dan dijalankan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-
masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan ini mengatur pengelolaan
dan distribusi sumber daya demi kepentingan publik, dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. (Umara &
Hasanah, 2020).

Dalam kajian kebijakan, terdapat dua perspektif utama yang saling
melengkapi. Pertama, kebijakan sebagai proses yaitu rangkaian langkah
mulai dari identifikasi masalah, pengembangan ide, konsultasi dengan
pemangku kepentingan, hingga evaluasi pelaksanaan. Perspektif ini
menekankan dinamika interaksi antaraktor seperti pemerintah dan
masyarakat. Kedua, kebijakan sebagai produk yang mengacu pada hasil
akhir proses tersebut berupa dokumen kebijakan atau peraturan yang
diimplementasikan dan dapat diukur dampaknya (Manganti, 2023).

2) Ciri-ciri utama kebijakan publik
Ciri-ciri utama kebijakan publik merupakan elemen yang penting

dalam memahami bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan,

diimplementasikan, dan dievaluasi. Berdasarkan informasi dari berbagai
jurnal nasional, terdapat beberapa ciri yang perlu diangkat untuk

memberikan gambaran komprehensif tentang kebijakan publik di

Indonesia di antaranya:

a. Normatif dan berorientasi tujuan: Kebijakan dirancang untuk
mencapai sasaran publik tertentu misalnya program penurunan gizi
buruk di Papua yang ditujukan menurunkan prevalensi gizi buruk
(Tambaip & Tjilen, 2023).
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BAB 2

LANDASAN FILOSOFIS
DAN TEORITIS KEBIJAKAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan salah satu instrumen terpenting dalam
penyelenggaraan pemerintahan modern. Melalui kebijakan publik, negara
tidak hanya menjalankan  fungsi  administratif, tetapi juga
merepresentasikan nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakatnya.
Kebijakan publik menjadi sarana konkret bagi pemerintah untuk
mewujudkan tujuan negara, seperti keadilan sosial, kesejahteraan umum,
dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Karena itu, memahami
kebijakan publik tidak cukup hanya dari sisi prosedural atau teknis,
melainkan juga dari sisi filosofis dan teoritis yang melandasinya.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif
tentang landasan filosofis dan teoritis kebijakan publik. Landasan filosofis
memberikan fondasi nilai, moral, dan pandangan hidup yang menjadi arah
dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu,
landasan teoritis membantu menjelaskan bagaimana kebijakan publik
terbentuk, diterapkan, dan dievaluasi dalam sistem pemerintahan yang
kompleks. Keduanya saling melengkapi: filsafat memberi arah normatif,
sedangkan teori memberi kerangka analitis yang rasional dan sistematis.

Dalam konteks penyelenggaraan negara, landasan filosofis kebijakan
publik berfungsi sebagai pedoman etis yang menuntun pembuat kebijakan
agar setiap keputusan yang diambil berpihak pada kepentingan umum.
Filosofi kebijakan publik tidak hanya membahas “apa yang seharusnya
dilakukan negara”, tetapi juga “mengapa” dan “untuk siapa” kebijakan itu
dibuat.  Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut membantu
menempatkan kebijakan publik dalam kerangka nilai keadilan,
kemanusiaan, dan kebaikan bersama (common good). Melalui
pemahaman filosofis, pembuat kebijakan diharapkan tidak terjebak dalam
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BAB 3

MODEL DAN PENDEKATAN
DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan hasil dari suatu proses yang kompleks,
dinamis, dan multidimensional. Dalam praktiknya, kebijakan tidak hanya
terbentuk melalui pertimbangan rasional semata, tetapi juga melalui
interaksi antara berbagai aktor, institusi, nilai, serta faktor sosial, ekonomi,
politik, dan budaya yang saling memengaruhi. Proses perumusan,
pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik selalu melibatkan dinamika
kekuasaan, konflik kepentingan, negosiasi, serta adaptasi terhadap
perubahan lingkungan. Karena itu, untuk memahami bagaimana kebijakan
publik bekerja dalam kenyataan, dibutuhkan kerangka analisis yang
komprehensif melalui penggunaan berbagai model dan pendekatan
kebijakan publik.

Model kebijakan publik berfungsi sebagai alat konseptual yang
membantu  menjelaskan  bagaimana  keputusan publik  dibuat,
diimplementasikan, dan dinilai. Model ini memberikan struktur berpikir
yang sistematis agar fenomena kebijakan yang rumit dapat dipahami
secara lebih sederhana dan analitis. Sementara itu, pendekatan kebijakan
publik memberikan kerangka teoretis dan metodologis lintas disiplin
dalam memahami hubungan antara teori dan praktik, antara idealitas
kebijakan dan realitas birokrasi. Melalui kombinasi keduanya, analisis
kebijakan menjadi lebih tajam, tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi,
tetapi juga mengapa dan bagaimana kebijakan itu terbentuk.

Model-model kebijakan publik juga memiliki dimensi normatif, karena
setiap model membawa asumsi dan nilai tertentu yang mencerminkan
orientasi dalam pengambilan keputusan. Misalnya, model rasional
menekankan efisiensi dan efektivitas sebagai ukuran keberhasilan
kebijakan, sementara model inkremental menonjolkan aspek realitas
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BAB 4

LINGKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Kebijakan publik tidak lahir dalam ruang hampa. la selalu dipengaruhi
oleh berbagai kekuatan eksternal yang berkembang dalam suatu
ekosistem sosial-politik. Dunn (2018) menekankan bahwa kebijakan publik
merupakan respons pemerintah terhadap masalah-masalah publik yang
dinamis, sehingga proses perumusannya dipengaruhi oleh kondisi politik,
ekonomi, sosial-budaya, hingga perkembangan global dan teknologi.
Dengan demikian, memahami lingkungan kebijakan publik menjadi
penting agar keputusan yang diambil oleh negara bersifat adaptif, efektif,
dan berkelanjutan. Widnyani (2025) menegaskan untuk menghasilkan
kebijakan publik yang responsive perlu mempertimbangkan faktor
lingkungan, karakteristik Masyarakat, proses pelaksanaan dan struktur
kelembagaan. Demikian pula Leo Agustino (2012) Kebijakan publik pasti
akan dibentuk dan membentuk lingkungan sekitarnya (social, politik,
ekonomi, maupun budaya). Dalam Muchlis Hamdi (2013) secara umum
lingkungan kebijakan dalam praktik pemerintahan di Indonesia dikenal
dengan sebutan “asta-gatra”, kedelapan dimensi tersebut dibedakan
menjadi dua kelompok yaitu bersifat fisik mencakup tiga unsur yaitu: letak
geografis, kekayaan alam, dan jumlah penduduk. Sedangkan kelompok
non-fisik dikenal dengan akronim “Ipoleksosbudhankam” yang mencakup
lima aspek yaitu: ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-
keamanan nasional. Pendapat ahli di atas penulis rangkum dalam uraian
berikut mengenai lingkungan politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan
lingkungan global dan teknologi.
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BAB 5

AKTOR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Aktor dalam kebijakan publik merujuk pada individu atau kelompok
yang terlibat dalam proses pembuatan, pengambilan keputusan, serta
implementasi kebijakan. Aktor-aktor ini dapat berasal dari berbagai sektor,
termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, serta lembaga non-
pemerintah. Masing-masing aktor membawa kepentingan, tujuan, dan
sumber daya yang berbeda-beda, yang saling mempengaruhi jalannya
kebijakan. Secara tradisional, pemerintah dianggap sebagai aktor utama
dalam formulasi kebijakan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk
membuat keputusan politik dan mengatur kebijakan publik. Namun,
dalam konteks pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan, peran
aktor lainnya semakin diakui. Sektor swasta, seperti perusahaan dan
industri, juga sering menjadi aktor penting karena pengaruh ekonomi dan
investasi yang mereka miliki. Selain itu, masyarakat sipil, yang terdiri dari
kelompok-kelompok kepentingan, LSM, dan individu yang terlibat dalam
berbagai isu sosial, memainkan peran penting dalam memberikan
masukan, mengawasi, dan mengkritisi kebijakan yang ada.

Keberagaman aktor ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam
proses perumusan kebijakan. Setiap aktor membawa perspektif dan
kepentingan yang berbeda, yang seringkali bertentangan satu sama lain.
Misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur yang melibatkan
pemerintah dan sektor swasta bisa bertentangan dengan kepentingan
masyarakat lokal yang khawatir dengan dampak lingkungan dan sosialnya.
Dalam hal ini, interaksi antar aktor akan menciptakan proses tawar-
menawar (bargaining) yang intens, di mana masing-masing pihak
berusaha untuk memperoleh manfaat sesuai dengan kepentingan mereka.
Lebih lanjut, teori jaringan kebijakan menjelaskan bahwa kebijakan publik
bukan hanya hasil keputusan dari aktor tunggal, melainkan merupakan
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BAB 6

IDENTIFIKASI DAN
FORMULASI MASALAH PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Pada setiap proses kebijakan publik, langkah awal yang paling krusial
adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan merumuskan
masalah publik secara tepat. Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan
respons pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Oleh karena itu, sebelum suatu kebijakan dirancang, perlu ada
pemahaman mendalam mengenai apa yang menjadi persoalan publik,
siapa yang terdampak, serta bagaimana masalah tersebut muncul dan
berkembang dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Identifikasi dan
formulasi masalah publik menjadi fondasi bagi keseluruhan siklus
kebijakan, karena kesalahan dalam tahap ini akan berimplikasi pada
ketidaktepatan kebijakan yang dihasilkan.

Tahapan identifikasi masalah publik tidak sekadar mengamati
fenomena sosial yang tampak, melainkan juga menelaah akar penyebab,
aktor yang terlibat, dan nilai-nilai yang dipertarungkan di dalamnya. Pada
kenyataannya, apa yang dianggap sebagai “masalah publik” sering kali
merupakan hasil dari proses sosial dan politik, bukan semata-mata kondisi
objektif. Suatu persoalan baru akan diakui sebagai masalah publik ketika ia
memperoleh perhatian luas, menimbulkan tekanan politik, dan menuntut
intervensi pemerintah.

Setelah masalah teridentifikasi, proses selanjutnya adalah formulasi
masalah publik dan perumusan alternatif kebijakan. Pada tahap ini, analis
kebijakan dituntut untuk mengonversi isu publik ke dalam bentuk yang
dapat dipecahkan secara rasional melalui kebijakan. Dengan demikian, bab
ini akan membahas bagaimana masalah publik didefinisikan, bagaimana
isu kebijakan diidentifikasi, bagaimana suatu isu masuk ke dalam agenda
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BAB 7

PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Pengambilan keputusan dalam kebijakan publik merupakan proses
krusial yang menentukan arah dan efektivitas tindakan pemerintah dalam
menyelesaikan isu-isu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, di mana
tantangan seperti ketimpangan ekonomi, bencana alam, dan pandemi
sering memerlukan respons cepat, pemahaman teori pengambilan
keputusan membantu menganalisis mengapa beberapa kebijakan berhasil
sementara yang lain gagal. Instruksi khusus untuk pembahasan ini adalah
fokus pada teori-teori utama yang relevan dengan praktik kebijakan,
dengan penekanan pada aplikasi lokal seperti reformasi subsidi bahan
bakar minyak (BBM) atau penanganan COVID-19. Data terkini
menunjukkan bahwa menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun
2024, sekitar 65% kebijakan publik di Indonesia dipengaruhi oleh faktor
politik dan keterbatasan informasi, yang sering mengakibatkan
pendekatan inkremental daripada rasional sempurna (BPS, 2024).
Pembahasan ini akan mengeksplorasi teori-teori tersebut untuk
memberikan wawasan bagi pembaca, termasuk mahasiswa dan praktisi
kebijakan.

B. TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Teori Rasional (Rational Choice Theory)

Teori rasional mengasumsikan bahwa pengambil keputusan bertindak
secara logis untuk memaksimalkan manfaat dengan mempertimbangkan
semua alternatif yang tersedia. Prosesnya mencakup definisi masalah yang
jelas, identifikasi kriteria, pembobotan alternatif, penilaian, dan pemilihan
opsi optimal (Downs,1957). Kelebihannya adalah kemampuan
menerjemahkan tujuan menjadi aksi konkret dan menekankan analisis
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BAB 8

KONSEP DAN MODEL IMPLEMENTASI

A. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap kritis
dalam siklus kebijakan yang menghubungkan antara keputusan politik dan
hasil yang nyata di lapangan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, mulai
dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, serta melibatkan
masyarakat sebagai penerima langsung dampak kebijakan. Keberhasilan
implementasi kebijakan sangat bergantung pada seberapa baik kebijakan
tersebut diterjemahkan dalam bentuk program-program konkret yang
dapat dijalankan oleh berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, pemahaman
mendalam tentang implementasi kebijakan menjadi penting untuk
menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Buku ini akan membahas secara komprehensif berbagai elemen yang
memengaruhi implementasi kebijakan publik. Bab pertama akan
menjelaskan tentang konsep dasar dan berbagai model implementasi yang
ada, yang menjadi acuan dalam proses penerapan kebijakan. Selanjutnya,
buku ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengarubhi
keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi, seperti kepemimpinan,
kapasitas administrasi, koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan
masyarakat dan sektor swasta. Di bagian berikutnya, hambatan-hambatan
yang sering kali menghambat kelancaran implementasi kebijakan, baik
dari sisi teknis, sosial, maupun politik, akan dibahas secara mendalam.
Terakhir, buku ini akan mengulas strategi-strategi yang dapat digunakan
untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, termasuk
perbaikan sistem pengawasan, penguatan kapasitas instansi pemerintah,
dan pentingnya komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan
publik.
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BAB 9

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan paling
penting dalam keseluruhan siklus kebijakan publik. la berfungsi sebagai
sarana refleksi dan pembelajaran bagi pemerintah untuk mengetahui
sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan benar-benar
menjawab masalah publik yang menjadi sasaran awalnya. Tanpa evaluasi
yang sistematis, kebijakan publik akan berpotensi berjalan tanpa arah,
tidak efisien dalam penggunaan sumber daya, dan gagal menghasilkan
dampak sosial yang diharapkan (Dunn, 2018; Vedung, 2021).

Dalam literatur klasik administrasi publik, evaluasi sering disebut
sebagai fase “umpan balik” (feedback phase) dalam policy cycle (Howlett &
Ramesh, 2021). Melalui evaluasi, kebijakan publik dapat dinilai apakah
sudah tepat sasaran (goal attainment), tepat proses (process accuracy),
dan tepat dampak (impact validity). Oleh karena itu, evaluasi bukan
sekadar kegiatan administratif untuk memenuhi kewajiban formal,
melainkan merupakan proses epistemologis yang berorientasi pada
pembelajaran kebijakan (policy learning) dan akuntabilitas publik (Weiss,
2020).

Dalam konteks pemerintahan modern yang berbasis good governance,
evaluasi kebijakan memiliki dua fungsi strategis utama: pertama,
memastikan  akuntabilitas pemerintah terhadap publik; kedua,
menyediakan pengetahuan berbasis bukti (evidence-based knowledge)
yang menjadi dasar perumusan kebijakan berikutnya (Patton, 2020; Ruiz-
Coupeau et al., 2025). Fungsi akuntabilitas menekankan pada transparansi
dan tanggung jawab publik atas hasil kebijakan, sementara fungsi
pembelajaran menekankan kemampuan sistem pemerintahan untuk
beradaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Sebagaimana
ditegaskan oleh Weiss (2020), evaluasi kebijakan tidak hanya menjawab
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BAB 10

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Analisis kebijakan merupakan kegiatan yang menggabungkan aspek
teoritis dan praktis untuk membantu pemerintah, lembaga publik, atau
organisasi dalam memahami, merumuskan, mengimplementasikan, serta
mengevaluasi kebijakan publik. Masalah-masalah publik kini semakin
kompleks, bersifat lintas sektor dan berskala global seperti ketimpangan
sosial, perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan migrasi sehingga
pendekatan  analisis  kebijakan harus  bersifat  multidisiplin,
mengintegrasikan ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat serta
pemahaman terhadap sejarah, hukum, antropologi dan geografi.

Dunn (2018) menyatakan bahwa analisis kebijakan adalah proses
sistematis yang menggunakan pengetahuan dan metode ilmiah untuk
menjawab pertanyaan-kebijakan publik, serta berada dalam seluruh siklus
kebijakan  (perumusan, implementasi, evaluasi). Kerangka ini
menggarisbawahi pentingnya penguasaan metode dan konteks agar hasil
analisis menjadi relevan. Sementara itu, Dye (2017) menyebut bahwa
kebijakan publik adalah “apa pun yang dipilih oleh pemerintahan untuk
dilakukan atau tidak dilakukan”, sehingga ruang kebijakan sangat luas dan
analisis yang dilakukan harus mempertimbangkan baik tindakan maupun
non-tindakan pemerintah.

Literatur terkini memperkuat bahwa pendekatan multidisiplin bukan
saja pilihan norma tetapi juga pilihan empiris. Sebuah studi bibliometrik
menunjukkan bahwa publikasi penelitian kebijakan yang menggabungkan
banyak disiplin memiliki potensi pengaruh kebijakan yang lebih tinggi
(Suandi, 2024). Hal ini mendukung gagasan bahwa analis kebijakan harus
mampu mengintegrasikan perspektif berbeda dan menggunakan metode
kuantitatif maupun kualitatif untuk menghadapi konteks kebijakan yang
dinamis.
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BAB 11

KEBIJAKAN PUBLIK DAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN

A. PENDAHULUAN

Kebijakan publik memiliki peran fundamental dalam mengatur
bagaimana negara menjalankan fungsi-fungsinya untuk mencapai tujuan
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tata kelola
pemerintahan modern, kebijakan publik tidak lagi dipandang sebagai
aktivitas yang bersifat top-down dan tertutup, melainkan suatu proses
yang menuntut adanya prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kolaborasi, dan
responsivitas terhadap kebutuhan publik. Reformasi birokrasi dan
demokratisasi telah mendorong pemerintah untuk menerapkan
prinsip good governance, yaitu tata kelola yang baik, bersih, dan
berkeadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai
hubungan antara kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan menjadi
sangat penting, mengingat keberhasilan kebijakan sering kali ditentukan
oleh kualitas tata kelola tersebut.

Dalam bab ini akan dibahas empat aspek utama dalam tata kelola
pemerintahan yang menjadi fondasi implementasi kebijakan publik yang
efektif, yaitu: (1) prinsip good governance, (2) transparansi, akuntabilitas,
dan integritas, (3) partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, serta (4)
kolaborasi multi-aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keempat
aspek tersebut menjadi prasyarat terciptanya kebijakan yang tidak hanya
sah secara administratif, tetapi juga legitimit dan berkelanjutan.

B. PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Konsep good governance berkembang sebagai respon terhadap
kebutuhan reformasi penyelenggaraan pemerintahan, terutama di negara-
negara yang menghadapi masalah birokrasi yang tidak efisien, korupsi, dan
rendahnya kepercayaan publik. Good governance secara umum dipahami
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BAB 12

KEBIJAKAN PUBLIK
DI INDONESIA DAN PROSPEKNYA

A. SEJARAH PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA
Kebijakan publik di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan
dinamis, yang mencerminkan perubahan sosial, politik, dan ekonomi
negara ini. Sejak masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan, kebijakan
publik telah mengalami transformasi yang signifikan. Periode-periode
tersebut—mulai dari masa kolonial, kemerdekaan, Orde Baru, hingga
masa Reformasi—menunjukkan perkembangan yang menyesuaikan
dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Pembangunan nasional,
distribusi kekuasaan, serta kebijakan yang lebih demokratis pasca-
reformasi, menjadi langkah signifikan yang diambil untuk merespons
kebutuhan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan
(Saputra, 2016; Nugroho, 2019).
1. Masa Kolonial (Hingga 1945)
Selama masa penjajahan Belanda, kebijakan publik lebih banyak
berfokus pada kepentingan penjajah, dengan sedikit perhatian
terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Kebijakan yang diterapkan
pada saat itu, seperti kebijakan tanam paksa dan sistem gulik,
berfokus pada pengolahan sumber daya alam dan tenaga kerja,
sementara sedikit memperhatikan kebutuhan pendidikan atau
kesehatan rakyat Indonesia (Saputra, 2016; Wibowo, 2018). Kebijakan
publik masa ini untuk kepentingan penjajah.
2. Masa Kemerdekaan (1945-1965)
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kebijakan publik mulai
diarahkan untuk pembangunan nasional dan pembentukan struktur
negara yang stabil. Pemerintah mulai merumuskan kebijakan untuk
memulihkan ekonomi yang hancur akibat perang dan menciptakan
sistem pendidikan serta sistem kesehatan yang lebih baik (Rahardjo,
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perumusan kebijakan berbasis bukti dan penguatan kapasitas birokrasi
daerah. Tulisan-tulisannya berupaya menjembatani teori kebijakan publik
dengan praktik pemerintahan di Indonesia, khususnya pada level lokal.
Email: jaluforwork@gmail.com
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Yaen Miftakhul Laily, M.AP berprofesi sebagai
dosen di Universitas Jember, dengan minat keilmuan
yang berfokus pada administrasi publik dan
kebijakan publik. Semasa menempuh pendidikan
magister, Yaen aktif mengikuti berbagai program
hibah penelitian, yang memperkuat komitmennya
dalam pengembangan ilmu pengetahuan berbasis
riset.

Daelami Ahmad, S.Ag, M.Si. lahir di Banyuwangi
pada tanggal 10 Juli 1974. Tinggal di Kota Serang
Provinsi Banten. Lulus S1 Jurusan Peradilan Agama
Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
pada 1998 dan Lulus S2 Magister lImu Administrasi
di STIA YAPPAN Jakarta pada tahun 2011. Lulus
Suscadoswar (Kursus Calon Dosen Pendidikan
Kewarganegaraan) Lembaga Ketahanan Nasional
(Lemhannas) pada tahun 2000. Dosen Tetap Prodi lImu Administrasi Bisnis
di Institut Kemandirian Nusantara (IKNUS) Pandeglang Banten, mengampu
MK Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, Kewirausahaan,
Manajemen SDM, Kebijakan Publik, Etika Administrasi, Kepemimpinan,
dan Personality Development. Saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor I
Bidang Keuangan dan Umum, dan Humas Universitas Salakanagara
Tangerang dan Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Mandiri Cileles
Lebak Banten. Pernah menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi limu
Administrasi Banten (20011-2013), Wakil Direktur Akademi Akuntansi
Keuangan dan Perbankan Indonesia (2013-2016), Wakil Ketua Il Sekolah
Tinggi lImu Kesehatan Ichsan Medical Centre Bintaro (2016-2021),
Direktur LKP Ichsan Medical Centre (2016-2021), dan Direktur Lembaga
Sertifikasi Profesi Caregiver (2017-2021). Aktif sebagai pengurus di
organisasi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Banten
(2009-2022), Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI)
Provinsi Banten, dan APPERTI (Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi)
Banten, dan Pendiri dan Wakil Ketua APVOKASI (Aliansi Pendidikan Vokasi
Seluruh Indonesia).
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Dr. Imanuddin Hasbi, S.T., M.M. sebagai seorang
akademisi dan penulis yang memiliki keahlian di
bidang manajemen, pemasaran, dan pendidikan.
Berikut adalah profil singkatnya berdasarkan
informasi yang tersedia: Pendidikan yang ditempuh
Sarjana Teknik dan Manajemen Industri dari
Universitas Pasundan, Magister Manajemen dari
Sekolah Tinggi Manajemen Bandung, dan Doktor
Manajemen Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Keahlian di
bidang Manajemen Pemasaran, Kewirausahaan, Administrasi, Pendidikan,
dan Manajemen Afiliasi Dosen di Program Studi S1 Administrasi Bisnis,
Telkom University. Publikasi dan Kontribusi memiliki publikasi ilmiah yang
terindeks di Google Scholar dan SINTA dan Banyak Kutipan karya ilmiah di
google schoolar. Minat Penelitian seperti Perilaku konsumen, Manajemen
penjualan, Manajemen ritel, dan Intelijen kompetitif. Dari informasi yang
tersedia, Imanuddin Hasbi aktif dalam bidang pendidikan dan penelitian,
dengan fokus pada manajemen dan pemasaran.

Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos., M.AP adalah
seorang dosen di Universitas Udayana yang memiliki
keahlian di bidang governance dan perencanaan
pembangunan. Lahir pada 28 Februari 2000, ia
menempuh pendidikan S1 dan S2 di Fakultas IImu
Administrasi Universitas Brawijaya, di mana ia
mendalami tata kelola pemerintahan, kebijakan
publik, serta strategi pembangunan berkelanjutan.
Sebagai akademisi, ia aktif dalam penelitian, pengajaran, serta pengabdian
kepada masyarakat, dengan fokus pada penerapan tata kelola yang efektif
dalam sektor pemerintahan dan pembangunan. Melalui karya ilmiah dan
diskusi akademik, ia berupaya memberikan kontribusi dalam menciptakan
kebijakan yang lebih inklusif, inovatif, dan berbasis data. Dedikasinya
dalam dunia pendidikan dan penelitian menjadikannya salah satu
akademisi muda vyang berkomitmen dalam pengembangan ilmu
administrasi dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.
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Dr. Wydha Mustika Maharani, S.AP., M.AP., lahir di
Blitar pada 7 November 1990. Penulis menyelesaikan
Sarjana Administrasi Publik di Universitas Brawijaya
pada 2013, diikuti dengan Magister Administrasi
Publik dari Universitas Merdeka Malang pada 2016,
dan meraih Doktor lImu Administrasi di Universitas
Brawijaya pada 2023. Penulis memulai karier
akademiknya sebagai dosen di Universitas Islam Balitar pada 2017, dan
sejak 2025 mengajar di Universitas Jember. Fokus penulis adalah di bidang
administrasi publik, baik dalam pengajaran maupun penelitian. Penelitian
penulis banyak dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dengan topik kebijakan
publik dan tata kelola pemerintahan. Melalui buku ini, penulis berbagi
pengetahuan dan pengalaman dalam administrasi publik dengan tujuan
memberikan kontribusi positif bagi perkembangan administrasi publik di
Indonesia.
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DASAR-DASAR
KEBIJAKAN PUBLIK

(Teori, Konsep & Praktik)

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang
dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat.
Kebijakan publik bertujuan untuk menciptakan keteraturan, kesejahteraan,
dan keadilan sosial dalam kehidupan bernegara. Dasar-dasar kebijakan
publik menjadi pedoman penting agar kebijakan yang dihasilkan tepat
sasaran dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Dasar pertama kebijakan publik adalah kepentingan umum. Setiap
kebijakan harus mengutamakan kebutuhan masyarakat luas, bukan
kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pemerintah wajib memastikan
bahwa kebijakan yang dibuat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
rakyat.

Dasar kedua adalah landasan hukum. Kebijakan publik harus sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memiliki
kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Landasan hukum juga
mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan
kebijakan.

Dasar ketiga adalah nilai dan etika. Kebijakan publik harus
berlandaskan nilai keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab.
Nilai-nilai etis ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih.

Dasar keempat adalah partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat
dalam proses perumusan kebijakan membantu pemerintah memahami
permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Partisipasi publik juga
membuat kebijakan lebih demokratis dan mudah diterima oleh masyarakat.

Dasar kelima adalah efektivitas dan efisiensi. Kebijakan publik harus
mampu mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya
yang optimal, baik dari segi waktu, biaya, maupun tenaga. Kebijakan yang
efektif dan efisien akan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

Dengan memahami dasar-dasar kebijakan publik, pemerintah dapat
merumuskan kebijakan yang adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
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